BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan
fungsi  Sekretariat Daerah, maka perlu dilakukan
penyesuaian terhadap Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan
Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4445);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
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Menetapkan

2.

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 1543);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun
2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja
Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung
Nomor 10 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tulungagung Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

9. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 53 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 54), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 85 Tahun
2020 (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2020 Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 53 TAHUN 2019 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulungagung Nomor
53 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Tulungagung (Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun
2019 Nomor 54), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Tulungagung Nomor 85 Tahun 2020 (Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 85) diubah sebagai
berikut:
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3.

1. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Sub  Bagian Perundang-Undangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 huruf a)
mempunyai tugas:

a.

b.

menyiapkan bahan penyusunan produk hukum
daerah;

melaksanakan harmonisasi dan sinkronisasi produk
hukum daerah;

menyiapkan bahan penjelasan Bupati dalam proses
penetapan Peraturan Daerah,;

menyiapkan bahan analisa dan kajian produk hukum
daerah;

melaksanakan pembinaan penyusunan produk
hukum daerah;

menyiapkan bahan administrasi pengundangan dan
autentifikasi produk hukum daerah;

melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
produk hukum daerah;

menyusun  laporan  pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum.

Sub Bagian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 huruf b angka 3 huruf b) mempunyai

tugas:

a. melaksanakan koordinasi permasalahan hukum
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

b. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyelesaian
permasalahan hukum bagi unsur pemerintah daerah;

c. melaksanakan koordinasi evaluasi pelaporan Hak
Asasi Manusia (HAM) sebagai bentuk penghormatan,
perlindungan dan penegakan HAM;

d. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum
(legal opinion);

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil
penyelesaian permasalahan hukum;

f. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum
untuk masyarakat miskin,;

g. menyusun laporan  pertanggungjawaban = atas
pelaksanaan tugas;dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Bagian Hukum.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf b angka 3 huruf c)
mempunyai tugas:



(4)

.

melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk
hukum daerah dan peraturan perundang-undangan
lainnya;

menghimpun serta mengolah data dan informasi
sebagai bahan dalam rangka pembentukan kebijakan
daerah;

melaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan
informasi hukum;

memberikan pelayanan administrasi informasi produk
hukum;

melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan desiminasi
produk  hukum daerah maupun  peraturan
perundang-undangan lainnya; dan

melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap
dokumentasi dan informasi produk hukum daerah;
menyusun laporan  pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas;dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Bagian Hukum.

Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

2. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 22

Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan
Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf d angka 1 huruf a) mempunyai tugas:

a.

melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran
yang meliputi kegiatan tata usaha umum, persuratan,
kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang
pengelolaan administrasi perkantoran yang meliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf
Ahli, dan rapat-rapat dinas;

melaksanakan pengelolaan kearsipan;

melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan
sarana dan prasarana gedung kantor dan
kelengkapan serta menjaga kebersihan kantor di
lingkup Sekretariat Daerah;

melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan,
pengendalian dan pemeliharaan kendaraan dinas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sekretariat

T~



(2)

(3)

E.

h.

-5-

Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa
kendaraan;

melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana rapat
koordinasi dan konsultasi Perangkat Daerah untuk
mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas;dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1 huruf b)
mempunyai tugas:

a.

b.

menyusun rencana kerja Sub Bagian Perencanaan
dan Keuangan;

merencanakan Kkegiatan pengelolaan anggaran,
keuangan dan pertanggungjawaban anggaran di
lingkungan Sekretariat Daerah;

menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran,
perbendaharaan dan pertanggungjawaban  di
lingkungan Sekretariat Daerah;

melaksanakan teknis pengelolaan administrasi
keuangan, perbendaharaan dan pertanggungjawaban
di lingkungan Sekretariat Daerah;

melakukan  evaluasi dan  pelaporan  fungsi
perbendaharaan;

menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis
(Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA);

menyusun Perjanjian Kinerja lingkup Sekretariat
Daerah;

menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP);

melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
melaksanakan sistem pengendalian intern;

menyusun laporan pertanggungjawaban atas
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d angka 1
huruf ¢) mempunyai tugas:

a.

melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;
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g.
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melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan,
makanan dan minuman untuk kegiatan Pemerintah
Daerah, tamu Pemerintah Daerah dan rapat-rapat;
melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta
Sekretariat Daerah;

melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana,
menjaga kebersihan dan pemeliharaan rumah dinas
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana
untuk mendukung kegiatan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

menyusun laporan  pertanggungjawaban  atas
pelaksanaan tugas; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Kepala Bagian Umum.

(4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulfingagung
pada tanggal 4 Janyari 2021

Drs. SUKAJI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 2
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